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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

 Pasal 1

Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan
alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan
upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat

 Pasal 2

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, 
pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma
agama

 Pasal 16

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi
seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

NOMOR  23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH 

 Pasal 12 

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan

masyarakat; dan

f. sosial



Anggaran 2018 *  

 Infrastruktur : 410 Triliun

 Pendidikan : 444 Triliun (20%) 

 Kesehatan : 111 Triliun (5%) 

- Pusat 81.5 T 

- Transfer ke daerah 29.5 T        

 Transfer ke Daerah : 706,2 Triliun

 Dana Desa : 60 Triliun
* Sumber Kemenkeu

Pasal 171 UU 36/2009 dan Permendagri 33 tahun 2017:

Amanat penganggaran kesehatan sebesar 10%. Bagi daerah yang telah
menetapkan lebih dari 10% agar tidak menurunkan jumlah alokasi
anggaran kesehatan, dan bagi daerah yang belum mempunyai
kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap



Partisipasi Politik

 Politik dimaknai sebagai proses alokasi dan distribusi sumber daya

 Partisipasi Politik dimaknai sebagai upaya warga melibatkan diri dalam proses 

alokasi dan distribusi sumber daya

 Transaksi politik warga dalam pemilu : merupakan suatu pertukaran

sumberdaya tingkat lanjut antara pemilih dengan kandidat. Pemilih bersifat

lebih aktif dan terorganisir dengan tuntutan rinci dan spesifik terkait

sumberdaya yang dipertukarkan serta disepakati melalui proses negosiasi

dan didokumentasikan dalam bentuk kontrak atau perjanjian. 

Partisipasi politik dalam pemilu tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih tapi

terlibatnya warga dalam pembicaraan dan upaya mempengaruhi proses alokasi dan

distribusi sumber daya melalui transaksi politik warga agar kebijakan publik dari

kandidat terpilih sesuai dengan kepentingan kolektif warga



Tantangan

Bagaimana mendorong partisipasi politik warga untuk
terlibat dalam proses alokasi dan distribusi 
sumberdaya secara kolektif yang bersifat jangka 
panjang? 

Bagaimana mendorong interaksi warga dengan 
kandidat sejak sebelum tahapan pemilu hingga
proses implementasinya melalui kebijakan setelah
kandidat terpilih ?



Beberapa Studi Hubungan Kandidat

dengan Pemilih dalam Bingkai Klientelisme

Susan Stokes (2005), Herbert Kitschelt dan

Wilkinson (2007) 

Nichter (2008) dan Gans-Morse, Mazzuca, 

Nichter (2014)

Stokes et al (2013)

Amalinda Savirani dan Edward Aspinal (2017)



Stokes et al (2013) 

No Programatik Klientelistik

1
Program dieksekusi setelah masa 

pemilu
Program dieksekusi pada masa pemilu

2
Anonim (mengacu pada fungsi dan

peran dalam jabatan)
Identifikasi personal (melekat pada kandidat)

3
Program dieksekusi melalui kebijakan

dan dibiayai oleh anggaran negara

Program dieksekusi secara personal dan

cenderung dibiayai secara pribadi, atau

penyalahgunaan anggaran Negara

4

Penerima manfaatnya adalah seluruh

masyarakat yang memenuhi kriteria

kelayakan tanpa diskriminasi

Penerima manfaatnya adalah sebagian

masyarakat yang dianggap potensial dalam

pemenangan kandidat.

5 Pelaksana program adalah birokrat
Pelaksanan program adalah tim dari

kandidat

6
Program untuk pemenuhan kebutuhan 

kolektif

Program cenderung untuk pemenuhan

kebutuhan personal



Pengalaman Pilkada Jakarta 2017



Mesin Politik

Hubungan antara kandidat dengan warga yang diperantarai oleh mesin politik

dalam bingkai klientelisme dan programatik. 

Mesin Politik merupakan elemen terorganisir yang bekerja dengan cara klientelistik. 

Mesin politik bisa berbentuk tim sukses, partai politik, konsultan politik, kelompok

pendamping warga

 Mesin politik yang terdiri dari partai politik, tim sukses, dan konsultan politik saling

berelasi dalam menjalankan strategi klientelistik dalam pemilu. 

 Hubungan antara elemen mesin politik tidaklah saling menguatkan justru saling

bergesekan dan menegasikan satu sama lain. 

 Struktur pemenangan juga bisa dibentuk tidak secara top-down bentukan dari

partai, timses, atau konsultan.  Tetapi secara aktif melalui pengorganisasian dari

bawah yang difasilitasi pendamping warga.



Partisipasi Warga untuk mendorong

Transaksi Politik Warga

Ciliwung Merdeka di Bukit Duri dan Kampung Pulo

 Pengorganisasian warga dengan dukungan yang 
saling terkait antara pendamping warga dengan para 
akademisi untuk mendorong solusi pembangunan
alternatif: Konsep kampung susun.

 Menempuh jalur hukum untuk menggugat kebijakan
dan menagih janji kampanye kepala daerah.

 Prinsip Non partisan dan tidak menjadi mesin
pemenangan dalam pemilukada
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Sumber: ciliwungmerdeka.org



Partisipasi Warga untuk mendorong

Transaksi Politik Warga

JRMK di Jakarta Utara

 Pengorganisasian dengan dukungan yang saling
terkait antara pendamping warga dengan para 
akademisi dan ahli untuk mendorong solusi
pembangunan alternatif: rekognisi kampung dengan
konsep tanah garapan (hak pakai).

 Strategi hukum: kontrak politik perdata.

 Strategi politik: menjadi mesin politik pemenangan
kandidat.
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Sumber: mentari.online



No
Prinsip Programatik

(Stokes et al 2013)
Kasus Bukit Duri-Kampung Pulo Kasus Jakarta Utara

1
Program dieksekusi setelah

masa pemilu

Konsep eksekusi program kampung

susun sempat dibicarakan. Namun

Pemprov DKI Jakarta menggusur

Kampung Pulo dan Bukit Duri pada

2015.

Konsep rekognisi kampung dan

penataannya dirancang sebagai

program Community Action Plan (CAP)

yang dibiayai oleh APBD.

2

Program dieksekusi melalui

kebijakan dan dibiayai

oleh anggaran negara

Program Kampung Susun direncanakan

untuk dibiayai oleh APBD dan

pelaksanaannya melibatkan warga. 

Namun Gubernur mengusulkan agar 

program dijalankan oleh pengembang

dan didanai melalui pihak ketiga.

Program CAP untuk penataan

kampung dibiayai oleh APBD DKI

Jakarta. Namun jika program tidak

dilakukan, ganti rugi dilakukan secara

personal karena kontrak dirancang

sebagai kontrak perdata.

3

Anonim (mengacu pada

fungsi dan peran dalam

jabatan)

Pelaksana kebijakan adalah Pemprov

DKI Jakarta (Kepala daerah dan

Birokrat)

Pelaksana kebijakan adalah Pemprov

DKI Jakarta (Kepala daerah dan

Birokrat) dengan melibatkan warga

kampung.

4
Pelaksana program 

adalah birokrat

Program dieksekusi oleh birokrat

Pemprov DKI Jakarta.

Program dieksekusi oleh birokrat

Pemprov DKI Jakarta.

5

Program untuk

pemenuhan kebutuhan

kolektif

Program dirancang untuk kepentingan

kolektif warga Bukit Duri dan Kampung

Pulo yang tinggal di daerah pinggiran

Sungai Ciliwung.

Program dirancang untuk kepentingan

kolektif warga kampung binaan JRMK di

Jakarta Utara.

6

Penerima manfaatnya

adalah seluruh

masyarakat yang 

memenuhi kriteria

kelayakan tanpa

diskriminasi

Penerima manfaat ada lah warga yang 

terdampak di sekitar bantaran Sungai 

Ciliwung, Jakarta.

Penerima manfaat adalah kampung

yang warganya melakukan transaksi

politik dengan kandidat gubernur.



Transaksi Politik Warga dielaborasikan

dalam beberapa Prinsip berikut: 

1. PARTISIPATIF. Posisi warga yang melakukan kesepakatan lebih terorganisir, aktif, 

dan posisi relatif setara. Berbeda dengan beberapa kasus yang 

mengidentifikasi warga bersifat pasif dalam menerima sumberdaya dari

kandidat.

2. KOLABORASI. Pendidikan politik dan pengorganisasian warga difasilitasi oleh

kelompok pendamping warga dengan dukungan yang saling terkait dengan

para akademisi dan ahli.

3. NEGOSIASI. Terdapat proses tawar menawar untuk pertukaran sumberdaya
antara warga dengan kandidat. Hal yang dinegosiasikan bersifat rinci dan

didukung dengan kontrak atau perjanjian yang bersifat kolektif.

4. KOLEKTIF. Tidak dilakukan secara individual berbasis pada kebutuhan spesifik

individu, tetapi pada kebutuhan kolektif yang merupakan hasil identifikasi dan

agregasi kebutuhan warga.

5. WAKTU. Bisa memiliki dimensi waktu yang lebih panjang melampaui masa

pemilu. Dimana negosiasi dilakukan pada masa pemilu, dan pemenuhan janji

dilakukan setelah masa pemilu (kandidat terpilih).
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Berdasarkan amanat UU menyatakan bahwa Visi, Misi, dan Program kandidat

pemenang pemilu selama ini merupakan dokumen yang menjadi basis rujukan

RPJMD.

 UU 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. 

Pasal 5 ayat 2:  ‘RPJMDaerah merupakan penjabaran dari visi,misi, dan

program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP 

daerah dan memperhatikan RPJM Nasional……..’ 

 UU 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 2015 (Penetapan

Perppu No.1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota)

Upaya Perubahan Kebijakan: Visi, Misi, Program menjadi dokumen yang hidup

selama tahapan kampanye yang diatur dalam peraturan KPU 


